SALINAN

GUBERNUR S5UMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 20135

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Menimbang : a.
b
2,
Mengngat : 1.
2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk,
perkembangan ekonomi dan industri di Provinsi Sumatera
Utara mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi lahan
dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh
terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian,
ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;

. bahwa untuk mengendalikan alih fungsi lahan. pertanian

sebagaimana dimaksud dalam huraf &, perlu  dijamin
penyediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan
berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan dan
berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesgjahteraan
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huraf b, perlu menctapkan Peraturan
Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

Pasal 18 ayat (6} Undang-Undang Dasar Negara Republik
indonesia Tahun 19435;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
[Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888|
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 12}
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (entang Sumber Daya
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4377);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Perikanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2133);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar 4438);



10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4725);

12, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan
dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5059);

13, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5068);

14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan
dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik
Indonesia Talun 2013 Nomor 131);

17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);



18.

19,

20,

21.

22

23.

2%,

as.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 45, Tambshan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan
dan Alih Funpgsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3103);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif
Perlindungan  Lahan  Perlindungan Lahan  Pertanian
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5279);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem
Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);

Peraturan Pemerintah Neomor 30 Tahun 2012 tentang
Pembiayaan  Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan
{Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneésia Nomor 5288);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2012 tentang Pedoman Tcknis Kriteria dan Persyaratan
Kawasan, Lahan, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 205);

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 79
Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada
Komeoditas Tanaman Pangan; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1041);



26, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 8i{)

Tahun 2013 tentang Kriteria dan Tata Cara Penilaian Petam
Berprestasi Tinggi Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(Rerita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1042);

27. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Alih Fungsi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik
Indanesia Tahun 2013 Nomor 1043);

28, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Normor 82

Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan
Gabungan Kelompok Tani;

29, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.

579/ Menhut - [1/ 2014 tanggal 24 Juni 2014 tentang Kawasan
Hutan Provinsi Sumatera Utara;

30. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

31.

Nomor 293 Tahun 2014 tentang Penetapan Daerah Irigasi;

Peraturan Dacrah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 12);

32. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Deerah Provinsi Sumatera
Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah

Nomaor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Menetapkan

dan
GUBERNUR SUMATERA UTARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN [LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN,



BARB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.

Pcmerintah Daerah  adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemernintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan uwrusan  pemerintahan yvang menjadi
kewenangan daerah otonorm.

Gubemur adalah Gubernur Sumatera Utara.
Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di  Sumatera
Utara.

Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sumaiera
Utara.

Dinas adalah Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara.
Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai
lingkungan fisik yvang meliputi tanah beserta segenap faktor
vang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief,
aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami
maupun akibat pengaruh manusia.

Lahan Pertanian adalah bidang lahan wyang digunakan
untuk usaha pertanian.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang
lahan pertanian yang ditetapkan wntuk dilindungi dan
dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan
pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan
kedaulatan pangan nasional.

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah
lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar
kesesuaian dan ketersediaannva tetap terkendali untuk
dimanfaatkan sebagai Iahan pertanian pangan
berkelanjutan pada masa yvang akan datang,.



11,

12.

13.

14,

15.

16,

18.

i3,

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan
menctapkan, mengembangkan, memanfastkan dan
membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian
pangan dan kawasannva secara berkelanjutan,

Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai
kegiatan  utama  pertanian termasuk  pengelolaan
sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai
tempat permukiman perdesaan, pelayanan  jasa
pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ckonorni.
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah
budidaya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang
memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan serta unsur penunjangnva dengan fungsi
utama untuk mendukung kemandirian, dan kedaulatan
pangan nasional.

Irigasi adalah usaha penvediazn, pemberian, penggunaan
dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang
jenisnya meliputi irigasi permuksan, irigasi rawa, irigasi
bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak

Lahan Beririgasi adalah lahan vang mendapatkan air dari
jaringan irigasi teknis, semi teknis, dan irigasi pedesaan.
Alih Fungsi Lahan Beririgasi adalah proses yang disengaja
oleh manusia untuk merubah fungsi lahan disekitar daerah
irigasi yang akibatnya dapat mempengaruhi keberlanjutan
dan keclestarian fungsi lahan.

. Pengendalian Fungsi Lahan Benrigasi adalah kegiatan

untuk mencegah terjadinya alih funsi lahan beririgasi yang
dapat mempengaruhi kelestarian fungsi lahan,
Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang
dilakukan wuntuk menjamin  Keamanan, ketertiban,
Ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan
keberuntungan.

RTRWP adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sumatera Utara,



20, P3A adalah Perkumpulan Petani Pemakai Air,
21. GP3A adalah Gabungan Perkumpulan Petani Pernakai Air.
22, IP3A adalah Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air,
23. RPJPD adalah Rencana Pembangunan .Jangka Panjang
Daerah.
24. RPJMD adalah Rencana .Jangka Menengah Daerah.
25. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
BAB I
ASAS
Pazal 2
Perlindungan  lahan  pertanian pangan  berkelanjuian
diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat,
berkelanjutan dan konsisten;
produktif;
keterpaduan;
keterbukaan dan akuntabilitas;

e

g o
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kebersamaan dan gotong royong;
partisipatif;

keadilan;

keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal,
k. desentralisasi;

. tanggung jawab ncgara;

m. keragaman: dan

1. sosial dan budaya.

T

i
i

BAB II1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Perlindungan  lahan  pertanian  pangan  berkelanjutan
dimaksudkan untuk melaksanakan pembmaan, pengawasan
dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna
menjamin  ketersediaan lahan pertanian pangan Secara
berkelanjutan, melalui pemberian insentil kepada petarn dan
penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi



Pasal 4

Tujuan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan

adalah :

a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;

b. mcnjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara

berkelanjutan;

c. mewljudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan

pangar;

d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik

petani;

e, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petan: dan

masyarakat;
meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;

g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagl kehidupan

yang layalk;

h. mempertahankan kescimbangan ckologis; dan

1. mewnjudkan revitalisasi pertanian.

BAB IV
KEWENANGAN
Pasal 5

Dalam melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan

berkelanjutan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang

meliputi:

a. penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan,
pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan
pengendalian lahan pertanian;

b. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimasi dan pengendalian lahan pertanian;

¢. pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan
pengendalian lahan pertanian lintas Kabupaten/Kota;

d. penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan

pertanian;



- 10-

e. pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian;

f. pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu;

E. penetapan sentra komoditas pertanian;

h. penetapan sasaran areal tanam,; dan

i, penietapan luas baku lahan pertanian yvang dapat diusahakan

scsual kemampuan sumber daya lahan yvang ada.

BABV

RUANG LINGKUP

Pasal &

Ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilaksanakan secara terintegrasi meliputi:
perencanaan dan penetapan;

pengembangan;

penelitian;

pemanfaatan;

perlindungan dan pemberdayaan petani;

alih fungsi lahan;

insentif dan disinsentif;

20

D0 oo
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koordinasi;
kerjasama dan kemitraan;

=
"

j-  sistem informasi;

k., peran serta masyarakat;

l. pembiayaan;

m. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; dan
n., pelanggaran dan sanksi;

Pasal 7
Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa;
a. lahan beririgasi;
b. lahan tidak beririgasi; dan
c. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut.



(L]

2]
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BAB VI
PERENCANAAN DAN PENETAPAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Paragraf 1
Umum
Paszal 8

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dilakukan terhadap lahan pertanian pangan dan lahan
cadangan pertanian pangan berkelanjutan vang berada di
dalam atau di luar kawasan pertanian, vang dilakukan
berdasarkan  perencanaan  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan.

Perencanagan lahan pertanian pangan berkelanjutan
schagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
metgacu pada perencanaan lahan pertanian pangan
berkelanjutan nasional, terdiri dari:

a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan
prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan
dan luas lahan balu.

b. Perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan

prediksi, sasaran, serta penviapan luas lahan cadangan
dan luas lshan bakis.

c. Perencanaan tahunan, memuat analisis dan prediksi,
sasaran, serta penyviapan luas lahan cadangan dan luas

lahan balku.

Perencanaan lahan pertanian  pangan  berkelanjutan
sehagaimana dimaksud pada avat (2] dijadikan acuan
perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan di
Kabupaten /Kota.



(1)

(2

(3]

(1)

{2}
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Paragraf 2
Pengusulan Rencana

Pasal 9
Pemerintah Daerah menyusun usulan perencanaan lahan
pertanian pangan berkelanjutan berdasarkan inventarisasi,
identifikasi dan penelitian.
Usulan perencanaan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
disosializsasikan kepada masyaralkat untuk mendapat
tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya
dijadikan bahan pertimbangan penyusunan perencanaan
lahan pertanian pangan.
Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penelitian serta
sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2)
dilakukan oleh Dinas.

Paragraf 3
Penvusunan Kencana
Pasal 10
Pemerintah Daerah menyusun perencanaan lahan pertanian
pangan berkelanjutan, yang meliputi:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
Penyusunan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan
sehagaimana dimaksud pada ayat {1) dilaksanakan dengan
memperhatikan:
a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan
penduduk;
b. pertumnbuhan produktivitas;
¢. kebutuhan pangan;
d. kebutuhan dan ketersedinan lahan pertanian pangan;
e, pengermbangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
. musyawarah petani.
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Perenicanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan dilakukan
terhadap lahan pertanian pangan yang sudah ada dan lahan
cadangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. kegeguaian lahan;

b. ketersediaan infrastruktur;

C. pcnggunaan laharn;

d. potensi teknis lahan; dan/atau

e. luasan kesatuan hamparan lahan.

Pasal 11
Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10, Dinas menyusun:
a. prediksi jumlah produlesi; dan
b. luas baku lahan dan sebaran lokasi lahan pertanian
pangan berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas
lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian
pangan di Kabupaten/Kota.
Penyusunan prediksi jumlah produksi, kelanjutan luss baku
lahan, dan sebaran lokal lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1),
dilaksanakan setiap tahun.

Bagan kedua
Penetapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 12
Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dimuat dalam dokumen Perencanaan daerah
meliputi RRJPD, RPJMD, dan RKPD.
Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
schagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan dengan
penetapan:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
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(A) Penetapan luas lahan pertanian pangan  berkelanjutan
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpizahkan dari Peraturan Daerah ini,

Paragraf 2
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13
{1} Penetapan kawasan pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2] huruf a dilaksanakan
dengan kriteria, meliputi:

a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tinglkat
produksi kawasan, dengan kKetentuan paling sedikit dapat
memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di
Sumatera Utara; dan

b. memiliki harapan lahan dengan luasan tertentu untuk
ditetapkan schagai lahan pertanian pangan berkelanjutan
dan/atau lahan cadangan pangan.

(2] Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan
dengan svarat tidak berada di kawasan hutan.
(3} Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan

Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 14
(1) Penetapan Ishan  pertanian  pangan  berkelanjutan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b
meliputi lahan pertanmian di dalam dan di luar kawasan
pertanian pangan berkelanjutan.
(2] Penetapan lahan  pertanian pangan  berkelanjutan
dilaksanakan dengan Kriteria:
a, memiliki kesesuaian dan potensi leknis laban dengan
peruntukan pertanian pangan;
b. ketersediaan infrastruktur dasar;
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e, dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
d. Iuasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan
pertanian pangan berkelanjutan.

() Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan harus
memenuhi persyaratan:
a. Uldak berada pada kawasan hutan; dan
b. tidak dalam sengketa penataan ruang.

(4) Ketentuan lehih lanjut mengenai kriteria dan syarat kawasan
lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada avat (2) dan (3], diatur dengan Peraturan

Gubernur.

Pasal 15
Penetapan lahan  pertanian pangan  berkelanjutan di
Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang
RETRWP.

Paragraf 4
Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Pasal 16
(1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf ¢
meliputi lahan cadangan pertanian di dalam dan di luar
kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
(2i Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
dilaksanakan dengan Kriteria, meliputi:
a. memiliki kesesuaian dan potensi tcknis lahan dengan
peruntukan pertanian pangan,
b. ketersediasn infrastruktur dasar; dan
c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang lahan
pertanian pangan berkelanjutan,
{3} Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan
harus memenuhi persyaratan :
a. tdak berada dalam kawasan hutan; dan
b. tidak dalam sengketa.
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(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan
cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebapaimana
dimaksud pada ayat (2) dan (3), diatur dalam Peraturan
Gubernur.

Pasal 17

(1} Penetapan lahan cadangan pertanmian pangan berkelanjutan
Kabupaten/Kota mengacu pada Peraturan Daerah tentang
RTEWP dengan kriteria :

a. tanah terlantar;
b. lahan pasang surut;
¢. lahan marginsl; dan

d. kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian
pangan.
(2} Penetapan perlindungan merupakan bagian dari penetapan
RETRWP dan RTRW Kabupaten /Kota.

(3] Kriteria dan tata cara penetapan perlindungan lahan sawah
beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur,

BAEB VII
PENGEMBANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 18

Pemerintah Daerah  melakukan pengembangan kawasan
pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi, yang

dilaksanakan melalul inventarisasi dan identifikasi.
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Bagian Kedua
Intensifikasi

Pasal 19

(1) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan

(2}

lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan:

-

peningkatan kesuburan tanah, melalul  pemupukan
berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan
pembenah tanah;

peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
pendiversifikasian tanaman pangan melalui  rotasi/
pergiliran  tanaman, penganckaragaman dan/atau
peningkatan indeks pertanaman;

pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui
sistem pengendalian hama terpadu;

pengembangan  irigasi melalul pembangunan jaringan
baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi vang sudah
ada;

pemanfaatan tehnologi pertanian antara lain melalui
pengelolaan  inovasi  teknologi  terpadu  dan  sistem
program intensifikasi beras {system rice of intensification);
Pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian
dan pengembangan, kaj terap, dan/atau pengalaman
petani;

Penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi
hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan
pengalaman petani; dan/atau

Jaminan akses permodalan, melalui kredit program,

Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan
lahan pertanian  pangan  berkelanjutan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi yang
kegiatan pokolnya dibidang agribisnis tanaman pangan atau
koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayvoritas
saham dikuasai Warga Negara Indonesia.
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Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi kawasan
pertamian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Gubernur,

Bagian Ketiga
Ekstensifikasi
Pasal 20
Ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan melahn
pengembangan usaha agribisnis tanaman pangan, dengan:
a. pencetakan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi lahan
pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
. pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi
lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi lahan
pertanian pangan berkelanjutan scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan terhadap tanah terlantar dan
tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas
tanah sesuail ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan
pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan
berkelanjutan, diatur dalam Peraturan Gubernur,

BAB VIII
PENELITIAN

Fasal 21
Pemerintah Daerah melakukan penelitian dalam mendukung
perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
Penelitian  lahan  pertanian pangan  berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengembangan penganckaragaman pangan;
b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
c. pemetaan zonasi lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. inovasi pertanian;
e, fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
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f. fungsi ekosistem; dan

g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Peneliian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan peranserta lembaga penelitian
dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 22
Penelitian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan
terhadap lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan
cadangan wuntuk ditetapkan secbagmi  lahan pangan
berkelanjutan dan lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan.
Hasil peneliian lahan pertanian pangan berkelanjutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diinforrnasikan
kepada publik melalui media vang mudah diakses oleh
petani dan pengguna lainnya.
Penyecbarluasan informasi kepada publik  scebagaimana
dimaksud pada avat (2} dilakukan oleh Dinas.

BAB [X
PEMANFAATAN

Pasal 23
Pemerintah Daerah bertangpung jawab uniuk menjamin
konservasi tanah dan air guna pcmanfaatan lahan pertanian
pangan  berkelanjutan, sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan,
Konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
b, pelestarian sumberdaya lahan dan air,
¢. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
d. pengendalian pencemaran.
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Pazal 24

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan

pertanian pangan berkelanjutan, Pemerintah Dacrah wajib:

a,
b.

C.

memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;

d. mencegah kerusakan lahan; dan
e. memelihara kelestarian lingkungan,

(1}

=

(3]

Pasal 25
Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain vang berkaitan
dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan, wajib:
a. memanfaatikan tanah sesuai peruntukan; dan
b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan
dengan pemanfaatan lahan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) berperan serta dalam:
a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
b. memelibara dan mencegah kerusakan lahan; dan
c. memelihara kelestarian lingkungan.
Settap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan
dengan pemanfsatan lahan yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
berdampak rusaknyva lahan, wajib memperbaiki kerusakan
dirnaksud.

BAB X
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26

Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan
petani, kelompok petani, Gabungan EKelompok Petani, P3A,
(GP3A, IP3A, koperasi petani dan asosiasi petani.
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Bagian Kedua
Perlindungan Petam
Pasal 27

Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian
Jaminan dalam:
a. penctapan harga komoditas pokok yvang menguntungkan

petani;
b. memfasilitasi sarana produksi dan prasarana pertanian;
€. pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk

memeruhi kebutuhan pangan nasional; dan/atan
e. perlindungan akibat gagal panen.
KRetentuan mengenal perlindungan petani diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Petani
Fasal 28

Pemberdayvaan petani dilaksanakan dalam bentuk:

a. penguatan kelembagaan petani;

b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas
sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian
LENarman pangan,

c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/ permodalan;

d. pemberian bantuan kredit pemilikan lahan pertanian;

e. pemberian fasilitas untuk menpakses mu pengetahuan,
teknologl dan informasi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Gubernur.
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BAB XI
ALIH FUNGSI LAHAN
Baglan Kesatu
Umum
Pasal 29

(1] Lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan
berkelanjutan, dilarang dialihfungsikan.

(2) Lahan pertanian pangan berkelanjutan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsiken oleh
Pemerintah Daerah dalam rangks pengadaan tanah untuk
kepentingan umum atau terjadi bencana.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 30
{1} Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk
kepentingan umum  dilaksanakan untuk  keperluan
pembangunan:
jalan umum;

waduk;
bendungan;

B 0o OB

irigasi;

saluran air minum atau air bersih;
drainase dan sanitasi;

bangunan pengairan;

pelabuhan;

bandar udara;

j. stasiun kereta api;

k. terminal;

. fasilitas keselamatan umurm;

g o

-

m. cagar alam; dan/atau
n. pembangkit dan jaringan listrik,
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(2} Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan
ketentuan scbagai berikut:

a. memiliki kajian kelayakan strategis;

b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;

c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
d. ketersediaan lahan pengganti,

{3) Luas lahan pertanian berkelanjutan yang dapat
dialihfungsikan untuk kepentingan umum sebagai mana
dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata

ruang wilayah danjatau rencana rinci tata ruang di

Kabupaten, Kota.
Paragraf 2
Kajian Kelavakan Strategis
Pasal 31

Kajian kelayakan strategis alih fungsi lahan pertanian pangan
berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (2)
huruf a paling sedikit mencakup:

a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;

b. potensi kehilangan hasil;

¢. resiko kerugian mvestas:; dan

d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3
Perencanaan Alih Fungsi Lahan
Pasal 32

Perencanaan alih fungsi lahan pertanian pangan berlelanjutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2] huruf b paling
sedikit mencalkup:
a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan,
b. jadwal alih fungsi;
c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
d, pemanfaatan lahan pengganti.
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Paragraf 4
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 33
Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk lahan
pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 30 ayat (2) huruf ¢ dilakukan dengan pemberian
ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh
pihak yang melakukan alih fungsi.
Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui musyvawarah dan mufakat antara
pemilik tanah dan pihak vang melakukan alih fungsi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf o
Ketersediaan Lahan Penggantl
Pasal 34

Ketersediaan pengganti lahan pertanian  pangan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat

(2) huruf d wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih

fungsi dengan syarat haris memenuhi kesesoaian lahan dan

dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. untuk pengalihfungsian lahan benrigasi, disediakan
lahan penggant paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;

b untuk pengabhfungsian lahan reklamasi rawa pasang
surut dan non pasang surut [lebak), disediakan lahan
pengeanti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan

c. untuk pengalihfungsian lahan tidak berrigasi, disediakan
lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.

Penyediaan lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan

berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan,



—

(3] Penyediaan penggant: lahan pertanian pangan berkelanjutan

dilakukan paling lambai 2 {dua) tahun setelah alibh fungsi

dilakukan, dan dapat dipercleh dari:

a. pembukaaan baru lahan cadangan pertanian pangan
berkelanjutan;

b. pengalihfungsian lahan dan non pertanian ke pertanian
pangan berkelanjutan, terutama dar tanah terlantar dan
tanah bekas kawasan; dan

c. penetapan lahan pertanian sebagal lahan pertanian
pangan berkelanjutan.

Pasal 35

Pengganti  lahan pertanian pangan berkelanjutan yang
dialihfungsikan harus memperhatikan:

.
k.

.

(1

12

tingkat produktivitas lahan;
luasan hamparan lahan; dan
kondisi infrastrukctur.

Bagian Ketiga
Alih Fungsi Akibat Beneana Alam
Paragraf 1
Persyaratan
Pasal 36
Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan akibat
bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur
yang tidak dapat ditunda di daesrah bencana alam, dengan
syarat:
a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. ketersediaan lahan pengganti di Kabupaten/Kota wvang
bersangkutan,
Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilakukan oleh Instans! yang berwenang dalam

urusan penanggulangan bencana daerah.
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Paragraf 2
Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah
Pasal 37

(1) Pembebasan  kepemilikan hak atas tanah yang

(2]

(1

{2}

(1]

i<]

dialihfungsikan dari lahan pertanian pangan berkelanjutan
akibat benecana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf a dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak
vang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Besaran ganti rugi sebagaimana dimalsud pada ayat (1)
dilakukan melalti musyawarah dan mufakat antara pemilik
tanah dan pihak vang melakukan alih fungsi sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Paragraf 3
Penyediaan Lahan

Pasal 38
Penyediaan pengganti lahan pertanian tanaman pangan
berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf b diakukan oleh pihak yang
melaloukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenub
kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
Penyediaan lahan penggant sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan paling lama 2 {dua) tahun setelah alih
fungsi dilakukan.

BAB XII
[NSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 39
Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian lahan
pertanian pangan berkelanjutan secara terkoordinasi,
melalui pemberian insentif dan disinsentif kepada petani.
Insentif yang diberikan kepada petani, meliputi:
a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
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¢c. pembiayvaan penelitan dan pengembangan bemh dan
varietas unggul;

d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;

¢. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;

. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian
tanaman pangan mclalui pendafiaran tanah sccara
sporadik dan sistematik; dan/atau

g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pemberian mnsentif scbapaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dalam bentuk pengalokasian biaya dalam

Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menetapkan disinsentif kepada:

a. petarni yang tdak memenul kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26; dan

b. pthak wyang melakukan alih fungsi lahan pertanian
tanaman pangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1}.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan

disinsentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

BARB XIlI
KOORDINAS]

Pasal 40
Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan melibatkan
sclktor lain dan instansi vertikal;
Koordinasi teknis perlindungan lahan pertanian pangan
berkelanjutan dilaksanakan oleh Dinas;

(3] Tata cara koordinasi dan keterlibatan sektor-sektor lain

dalam mendukung percepatan perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Gubernur.



« I8 -

BAB XIV
KERJASAMA DAN KEMITRAAN
Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 41
Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerasama
dalam rangka perlindungan lahan pertanian  pangan
berkelanjutan dengan Pemerintah, Provinsi lain, dan
Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Kedua
Kemitraan
Pasal 42
Pemerintah Daerah dapat membentuk kemitraan dengan pelaku
usaha dan/atau lembaga lain dalam rangka perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan melalui:
a. pendidikan dan pelatthan peningkatan  kompetensi
sumbecrdaya manusia;
b. penelitian dan pengembangan;
pengelolaan aset; dan
d. kegiatan lain  sesuai  kesepakatan vang  saling
menguntungkan.
e. penvediaan pasar tanaman pangan;
.  bantuan permodalan dan lembaga kenangan;
g- kerjasama dengan pihak asuransi yang bertujuan untuk
memberikan proteksi/perlindungan terhadap petani vang

mengalami gagal panen.

BAB XV
SISTEM INFORMASI
Pasal 43
(1} Pemerintash Daerah menyelenggarakan sistem informasi
lahan pertanian pangan berkelanjutan vang dapat diakses
oleh  masyarakat dilakukan secara terpadu dan
terkoordinasi.
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(2] Sistemn informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan
memuat data lahan mengenai:
a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
d. tanah terlantar dan subjck haknya.

BABE XV1
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44
(1) Masyarakat dapat berperanserta dalam perlindungan lahan
pertanian pangan berkelanjutan.
(2] Tala cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimans
dirmnaksud pada ayat (1} diatur dengan Peraturan Guberniur,

BAB XVI1I
FEMBIAYAAN
Pasal 45
Permmbiayaan — perlindungan  Lahan  Pertanian Pangan
Berkelanjutan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB XVIII
PEMBINAAN, FENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 46
{1} Pembmaan perlindungan lahan pertanian  pangan
berkelanjutan dilaksanakan oleh Gubemur dalam bentuk
pengaluran, bimbingan, pengawasan dan pengendalian,
(2] Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. koordinasi perlindungan;
b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
¢. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
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d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada
masyarakat,

e. penychbarluasan informasi kawasan pertanian pangan
berkelanjutan dan  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan; dan

f. pcningkatan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

2] berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota.

BAB XiX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 47
Setiap crang yang mengalihfungsikan lahan pertanian
pangan berkelanjutan di luar ketentuan Pasal 30 avat (2},
dikenakan sanksi adminitratif berupa:
a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan;
. penghentian sementara pelayanan umum;
d. penutupan lokasi;
&. pencabutan izin;
f. pembatalan izin;
g, pembongkaran bangunan;
h. pemulihan fungsi lahan;
i, pencabutan insentif; dan/atau

j- denda administratf.

Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagm mana
dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sanksi administratil sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
tidak membebaskan pelanggar dari  tanggungjawab
pemulihan dan pidana,
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BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 48

Pejabat Penyidik Pegawai Negen Sipil tertentu di lingkungan

Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tndak pidana

terhadap pelanggaran terhadap dalam ketentuan ketentuan
dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang-undang Hulum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingloingan

Pemerintah Daerah wvang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Wewenang Penyidik scbagaimana dimaksud pada avat (1)

adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan menchts
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
merigenal orang pribadi atau Badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan schubungan dengan tindak
pidana di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

¢. meminta keterangan dan bahan bukt dari orang pribadi
atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

d. memeriksa buku, catatan dan deokumen lain yang
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

e. melalkukan penggeledshan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, seria
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersecbut;
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f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang sescorang
meninggalkan  ruangan  atau  tempat  pada  saat
pemeriksaan sedang  berlangsung dan  memeriksa
identitas orang, benda dan atau dokumen vang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Perlindungan Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan,;

1. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiks=a sebagai tersangka atau saksi:

i~ menghentikan penyelidikan; dan/atau

k. melakulan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan  Berkelanjutan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyidik  sebagaimana dimalkesud pada avat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana.

BARB K]
KETENTUAN PIDANA

Paszal 49
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dipidana
kurungan paling lama & |enam) bulan atau denda paling
banyak Rp. 50.000.000,- [ima puluh juta rupiahy).
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangarn.
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BAB XXII
KEETENTUAN PENUTUP
Pasal 50
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 22 September 2015

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttd
TENGRU ERRY NURADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 28 September 2015

SEEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
tted

HASBAN RITONGA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 3

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590227 198003 1 004

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA: { 2/2015)



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TANGGAL 22 SEPTEMBER 2015

DATA PENETAPAN /RENCANA LUAS LAHAN SAWAH UNTUK
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (PLFZB)
BERDASARKAN PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA

UTARA TAHUN 2014

LUAS LAHAN | LUAS CADANGAN
NO | KABUPATEN/KOTA | ' wup ma) (Hal Keterangan
1 |Nias 7,116.53 0.00]
2 |Mandalling Natal 19,887.00 1,726.00 |
3 |Tapanuli Selatan 17,853.00 0.00]
4 |Tapanull Tengah 15,238.00 0.00]
& |Tapanull Utara 13,924.00 5097.00]
6 |loba Samosir 18,005.00 4,977.74 |
7 |Labuban Batu 17,353.00 0.00]
B |Asahan 10,415.00 1,390.00|
9 |Simalungun 35,924.00 0.00]
10 | Dain 8,823.00 5,335.00
11 | Karo 11,042.00 2,410.00
12 | Dell Berdang 37,352.00 5,130.00
13 |Langkat 37,876.00 0.00
14 |Nias Selatan 14,925.00 0.00
15 |H. Hasundutan 11,100.00 1,280.00
16 |Pakpak Barat 1,523.00 1200.00
17 |Samosir 6,530.00 0.00
18 |Serdang Bedagal 39,442.00 150.00
10 |Batubara 12,441.00 0.00
—20 |Pd. Lawas Utara 9,803.00 0.00
21 |Padang Lawas 11,828.00 0.00
~22 |Lab, Batn Selatan 525.00 0.00
~ 23 |Lab, Batu Utara 232,831.00 0.00
T |Wias Utara 9,101.00 4,500.00
as Barat 2,387.00 0.00
anjung Balai 166.00 0.00
fematang Siantar 1,945.00 0.00
Tebing TINggl 224.00 0.00
- 0.00 0.00
695.00 300.00
Sidempuoan 1,618.87 0.00
Cunung Sitoli ‘T16.82 1,055.67
Jumlah 398,913.22 34,551.41

SUMBER : DINAS PERTANIAN FFROV.

Salinan Sesn 1"'De 1 Aslinva
KEPALA T
\
\

SULAMAN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19580227 198003 1 004

Pit. GUBERNUR SUMATERA UTARA
WAKIL GUBERNUR,

ttel

TENGKU ERRY NURADI




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menvebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindung
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karema
itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan
umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk pemerintah,
pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Salah satu
bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan
hagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak
asasi manusia. Hal ini sejalan dengan Ketentuan dalam Pasal 28A dan
Pasal 28C Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009
tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan adalah melindungi kawasan dan lahan pertanian
pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian
pangan sccara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan
dan kedaulatan pangan, melindungl kepemilikan lahan pertanian
pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan
petani  dan  masyarakat, meningkatkan perlindungan  dan
pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi
kehidupan vang lavak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta
mewujudkan revitalisasi pertanian



Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian
ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai
implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik,
serta kesejahteraan masyarakal pertanian dan perdesaan yang
kehidupannya berpantung pada lshannyva. Alih fungsi lahan-lahan
pertanian subur selama ini kurang diimbangi olch upaya-upaya
terpadu mengembangkan lahan pertanian melalul pencetakan lahan
pertanian baru yang potensial. i sisi lain, alih fungsi lahan pertamian
pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan
dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan
petani. Oleh karena i, pengendalian alih fungsi lahan pertanian
pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan
salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan
pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan
petani dan masyarakat pada umumnya.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangen DBerkelanjutan dan telah
ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Ingentf Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Peraturan Pemerintah Nomeor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, mengamanatkan kepada Pemerintah
Daerah untuk menindaklanjutinya melalui Peraturan Daerah dalam
operasional pelaksanaan.

Berdasarkan pertimbangan-periimbangan tersebut diatas, maka
Provinsi Sumatera Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perlindurigan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi
Sumatera Utara, dalam kerangks mempertahankan ketahanan dan
kedaulatan pangan khususnya di Provinsi Sumatera Utara serta
mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian,
utamanya pada lahan-lahan yang subur dan mempunyai sistem irigasi

vang baik.



PASAL DEMI PASAL

Fasal 1

Cukup jelas.

Pagal 2

Huraf a

Yang dimaksud dengan “manfaat™ adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
diselenggarakan unfuk memberikan manfaat yang
sehesarbesarnya  bagl  kesejahteraan dan mutu  hidup
rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa

depat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten’
andalah  Perlindungan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan  vang  fungsi, pemanfaatan, dan
produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten
dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan

memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  yang
memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produlktifitas
hasil-hasil pertanian pangan untuk  Kecukupan
ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah
Perlindunpgan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang
diselenggarakan dengan mengintegrasikan  berbagal
kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan
lintas pecmangku kepentingan.



Huruf e
Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas®
adalah Perlindungan Lahan Pertanian  Pangan
Berkelanjutan vang diselenggarskan dengan memberikan
akses vang seluas-luasnyva kepada masvarakat untuk
mendapatkan informasi VETE berkaitan dengan
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf
Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong'
adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersamasama
baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik
lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk
meningkatkan kesejahteraan petani,

Huruf g
Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan
masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan

pengawasan.

Huruf h
Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harms
mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap
warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “keserasian, kesclarasan, dan
keseimbangan™ adalah Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan
keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara
kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan
kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan

maksimum daerah.



Huruf |
Yang dimaksud dengsn “kelestarian lingkungan dan
kearifan lokal® adalah Perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan
kelestannan  lingkungan dan  ekosistemnya  serta
karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka
mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k
Yang dimaksud dengan  “desentralisasi® adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang
disclenggarakan di daerah dengan memperhatikan
kemampuan maksimum dacrah.

Huruf]
Yang dimaksud dengan ®tangpung jawab negara” adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung
jawabnya terhadap kescluruhan aspek pengelolaan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m
Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perhndungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan  vang
memperhatikan keanckaragaman pangan pokok, misaliaya
padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n
Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya® adalah
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang
memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan
lahan sesuali budaya yang bersifat spesifik lokasi dan
kearifan lokal misalnya jagung sebagal makanan pokok
penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan
pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3
Cukup jeias



Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal &

Cukup jelas
Pasal 7

Huruf a
Yang dimaksud dengan v“Jahan beririgasi” meliputi sawah
beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah
beririgasi sederhana dan sawah pedesaan.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi® melipufi
sawah tadah hujan dan lahan kering,

Huruf ¢
Yang dimaksud dengan “|ahan pertanian pangan di daegrah
reklamasi raws pasang surut dan non pasang surut
{lahan) adalah lahan rawa Yang mementhi kriteria
kesesuaian lahan.
Pasal B
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasgal 10
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jclas
Ayal (3)
Hurufa
Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan' adalah
percncanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
yang dilakukan kepada lahan vang seccara biofisik
terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik,



Pasal 11

Avat (1) a
Jumlah produksi merupakan perencanasn  besarnys
produksi berbagai jenis Pangan Pokok pada priode waktu
tertentil.

kimia, dan biclogi cocok untuk dikembangkan
pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung

lingkungan.

Hurmf b

Yang dimaksud dengan ‘ketersediaan infrastruktur”
adalah perencanasan  Lahan  Pertanian  Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan vang memperhatikan ketersediaan
infrastruktur pendukung pertanian pangan antara laio
sistemn irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “penggunaan lahan” adalah
bentuk  penutupan permukaan lahan atau
pemanfaatan lahan baik yang merupakan bentukan
alami maupun buatan manusia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah
lshan yang secara biofisik, terutama dari aspek
topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi
tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk

pertanian,

Humf e

Yang dimaksud dengan "luasan kcsatuan hamparan
lahan" adalah perencanasn Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan yang dilakukan dengan
mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan
lahan yang menjadi satu kesatuan sistern produksi
pertanian vang terkait sehingga tercapai skala ekonomi
dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan
efisiensi produlk.



Avat (1} b
Cukup jelas
Ayat ()
Culkaap jelas
Pasal 12
Ayat (1)

Rencana Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan bensi
kebijakan, strategis, indikasi program, serta program dan
rencana pembiavaan yang terkait dengan rencana
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
merupakan muatan dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (REFD).

Ketentuan ini dimaksudkan untuk dapat terjaminnya

penganggaran dan pelaksanaan setiap tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pazal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Culup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah
upaya memclihara kcberadaan serta  Keberlanjutan
keadaan, sifat dan fungsi sumber daya lahan agar
senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atan kualitas
vang memadal untuk memenuhi keburuhan masyarakat,
baik pada wakitu sckarang maupun yang akan datang,
sebagaimana sistem ingasi subak di Bali.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pazal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah pihak yang ada
kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan melaiui berbagai pola pemanfaatan, misalnya
penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerjasama operasional.
Avat (3]
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Avat(lla
Yang dimaksud dengan “jaminan komoditas pangan pokok
yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar
produksi pertanian pangan vang menguntungkan petani.
Avat (1] b
Cukup Jelas
Ayat (1] e
Cukup Jelas
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Ayat (1) d
Cukup Jelas
Ayat (1] e
Cukup Jelas
Avat (2)
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Culkup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Culkup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasa| 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
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Pasal 43

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
Pasal 45

Cukup jelas
Pasal 46

Cukup jelas
Pasal 47

Culkup jelas
Pasal 48

Cukup jelas
Pasal 49

Cukup jelas
Pasal 50

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH SUMATERA UTARA
NOMOR 28



